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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab 

sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek Penegakan Hukum Terhadap Konservasi Gumuk Pasir Parangtritis perlu 

dijelaskan dan dan ditegakkan karena hingga saat ini belum ada peraturan yang 

jelas mengenai reward dan punishment mengenai konservasi gumuk pasir, 

terutama terkait aktivitas yang tidak sesuai dan berpotensi menganggu 

perkembangan gumuk pasir. Saat ini baru ada peraturan mengenai perencanaan 

aksi restorasi gumuk pasir tahun 2024-2029 diatur pada Peraturan Bupati Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta No.47 Tahun 2024, tetapi untuk peraturan 

mengenai sanksi apabila ada aktivitas yang tidak sesuai dan berpotensi 

menganggu perkembangan gumuk pasir, hingga saat ini belum ada peraturan 

yang mengatur tentang sanksi tersebut. 

2. Upaya Pelestarian Terhadap Gumuk Pasir Parangtritis belum berjalan secara 

optimal karena memiliki beberapa kendala seperti, ketika akan dilakukan 

penggusuran dan relokasi masyarakat sering kali merasa kehilangan mata 

pencaharian, terutama jika mereka telah lama bergantung pada lahan tersebut 

untuk mendukung kebutuhan ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan secara 

bertahap dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, 

 

 



60 

 

 

 

tetapi jika pendekatan dilakukan secara bertahap akan menimbulkan persepsi 

bahwa instansi bekerja secara lambat dalam menangani konservasi gumuk pasir 

Parangtritis. Padahal, pendekatan secara bertahap diperlukan untuk memastikan 

masyarakat dapat memahami dan menerima kebijakan pelestarian tanpa merasa 

kehilangan mata pencaharian mereka, sehingga pelestarian gumuk pasir dapat 

berjalan secara berkelanjutan dan efektif tanpa menimbulkan konflik sosial 

dimasyarakat. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Penegakkan hukum harus ditegakkan dan lebih diperjelas, seperti membuat 

aturan mengenai sanksi tegas apabila terdapat aktivitas yang tidak sesuai dan 

berpotensi menganggu perkembangan gumuk pasir. Hal ini bertujuan agar penegak 

hukum bisa menjalankan tugasnya dengan memiliki pedoman aturan yang jelas 

mengenai konservasi gumuk pasir Parangtritis, dan aktivitas yang tidak sesuai dan 

berpotensi menganggu perkembangan gumuk pasir dapat segera ditindaklanjuti. 

2. Rekomendasi pendekatan partisipatif dalam upaya pelestarian gumuk pasir  

dengan melibatkan masyarakat setempat melalui dialog publik yang rutin untuk 

menyosialisasikan manfaat pelestarian gumuk pasir. Pemberdayaan masyarakat 

lokal dengan memberikan alternatif mata pencaharian, seperti pelatihan 

pengelolaan wisata ramah lingkungan atau pengembangan produk lokal. 
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3.Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap program pelestarian. 

Hal ini berguna untuk menilai efektivitas kebijakan dan memastikan upaya 

pelestarian sesuai dengan tujuan. 

4.Identifikasi strategi untuk mengatasi persepsi masyarakat mengenai “kinerja 

lambat” dari Dinas Pariwisata. Misalnya, dengan mempublikasikan capaian-

capaian konservasi secara berkala melalui media massa atau media sosial untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pelestarian. 
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